BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR :22 TAHUN 2012

TENTANG

- ~PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOMBANA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
T KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
/ | 3 o * BUPATI BOMBANA,

Memmbang, : a.bahwa . sebageu tindak lanjut pelaksanaan kewenangan
' Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

. : "~ 38 Tahun 2007 dan atas dasar pertimbangan dalam rangka
mcnampung kewenangan Pemerintah Daerah yang belum

[{Y

terakomodlr untuk disesuaikan dengan kemampuan dan

o f. o kebutuhan daerah dipandang perlu melakukan perubahan

o Orgamsasx dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

e Bom_béria;

b. bahwé_.béfaasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hu_ruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
KabLi.patéﬁ Bombana tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah - Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Bombana.. ,\

. Mengingat : 1. Undang-Undéng Nomor 28 ' Tahun 1999 tentahg
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme {(Lembaran .'Neg-ara Republik Indonesia .
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubhlg/ o

Indonesia Nomor 3851}
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. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

' Republik Indonesia Nomor 5234},

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahar;./
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373});




9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupateb/Kota {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Kabupaten
Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH /
KABUPATEN BOMBANA.



- ) Pasal I
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- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7

i Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
a. Sekretaris Daerah.
b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri
atas:
. 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawabhi :
a) Subbagian Pemerintahan Umum,;
b) Subbagian Prasarana Fisik Pemerintahan dan Pertanahan;
c¢) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
a) Subbagian Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
P b) Subbagian Sosial dan Agama;
c} Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan
dan Keluarga Berencana.
c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
./ 1. Bagian Administrasi Pembangunan, Sumber Daya Alam dan
Perekonomian membawabhi :
a) Subbagian Pembangunan;
b} Subbagian Sumber Daya Alam;
c) Subbagian Perekonomian.
2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
a) Subbagian Data, Teknologi Informasi dan Pemberitaan;
b) Subbagian Protokol;
¢} Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
1. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi :
a) Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan; ,/



b) Subbagian Kelembagaan, Tata Laksana dan Kepegawaian;
x ) Subbagian Bantuan Hukum, HAM dan Dokumentasi Hukum;
2. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi ;
a) Subbagian Penghubung;
b) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
c) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan Setda.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.Ketentuan pasal 13 huruf a mengalami penambahan 1 (satu} bagian
yaitu Bagian Hukum sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana
membawahkan:
1. Bagian Umum yang terdiri dari :
. a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
c. Sub Bagian Humas dan Protokol
2. Bagian Persidangan yang terdiri dari :
< a. Sub Bagian Perencanaan dan Persiapan Rapat
b. Sub Bagian Penyusunan Risalah Rapat;
c. Sub Bagian Pengarsipan.
3. Bagian Keuangan yang terdir dari :
a. Sub Bagian Anggaran dan Pembukuan
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
c. Sub Bagian Perjalanan Dinas
., 4. Bagian Hukum yang terdiri dari :
a. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum;
c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

3.Ketentuan pasal 14 huruf b mengalami penambahan 1 (satu) bidang
sehingga berbunyi :
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana membawahi :

R4

1. Sekretaris yang terdiri dari :
- a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;

b} Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. {/
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2. Bidang Pemberantasan Pengendalian Penyakit {P2) dan Penyehatan
Lingkungan (PL) yang terdiri dari:
a) Seksi Pemberantasan Pengendalian Penyakit;
b} Seksi Penyehatan Lingkungan dan Promosi Keschatan.
3. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat yang terdiri dari :
a) Seksi Kesehatan Keluarga;
b) Seksi Gizt Masyarakat.
4. Bidang Pelayanan Medis, Farmasi, Perizinan dan Jaminan Kesehatan
Masyarakat yang terdiri dari:
a) Seksi Farmasi;

b) Seksi Pelayanan Medik, Perizinan dan Jaminan Kesehatan
Masyarakat.
5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang terdin :

1) Seksi Operasional Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan

Alat Kontrasepsi;
2} Seksi Operasional Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas / Pusat Kesehatan Masyarakat.

4. Bagian Ketiga “Dinas Daerah” Pasal 14 ayat (1) huruf k angka 2, angka 3

dan angka 4 mengalami perubahan schingga keseluruhan bidang pada
Dinas Kelautan dan Perikanan setelah mengalami perubahan berbunyi
sebagai berikut :
2. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
a). Seksi SDI, Teknologi, Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan.
b). Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Pelayanan Usaha. -
3. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
a). Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Teknologi Budidaya.
b). Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan Kawasan dan Pelayanan
Usaha Budidaya.
4. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil terdiri dari :
a). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan.
b). Seksi Pemberdayaan Kelautan, Masyarakat Pesisir dan Pulau-/
Pulau Kecil. |
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S.Ketentuan Pasal 15 angka 2, Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana, mengalami perubahan dan penambahan
nomenklatur, semula berbunyi BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
,PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA, sehingga keseluruhan
nomenklatur setelah mengalami perubahan menjadi BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA 'DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN yang membawahi:

a) Sckretaris yang terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
2} Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang terdiri dari :
1) Sub Bidang Sosial Budaya Dan Ketahanan Masyarakat;

2) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat
Guna Dan Usaha Ekonomi Masyarakat.

¢} Bidang Pemerintahan Desa yang terdiri dari :
1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
2) Sub Bidang Kelembagaan Desa.

d) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang terdiri dari :
1) Sub Bidang Pembinaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

2) Sub Bidang Organisasi dan Pengembangan Perempuan.

6. Bagian Keempat Pasal 15 Huruf ¢ mengalami penambahan 2 (dua) angka
yaitu:
4. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi- Seksi:
1. Seksi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi;
2. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi;
3. Seksi Pembinaan Perpustakaan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kantor Perumahan Daerah Kabupaten Bombana terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha; {/




- c. Seksi - Seksi :
: 1. Seksi Perumahan Formal;
2. Seksi Perumahan Swadaya;
3. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Perubahan Point 7, Pasal 15 huruf b, mengalami perubahan dan
penambahan bidang sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Sekretaris yang terdiri dari :
a. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan
2. Bidang Anggaran terdiri dari :
a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
. b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
a. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
b. Sub Bidang Akuntansi
. 4. Bidang Perbendaharaan
. a. Sub Bidang Penatausahaan Dokumen Pengeluaran
b. Sub Bidang Pengendalian, Penerimaan dan Pengeluaran
: 5. Bidang Urusan Kas Daerah
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kas Daerah
b. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan.
6. Bidang Aset Daerah terdiri dari :
. a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Asset
b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Asset.
7. Bendahara Umum Daerah
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2

Struktur organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang
diubah dan ditambah tercantum dalam lampiran peraturan daerah yang
5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. /




- "1 <
o Pasal 3
o Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

“ Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bombana.

PARAI’ KOORDINASI Ditetapkan di Rumbia
NO |UNIT/SAYUAN KERJA | PARAF pada tanggal, 29/ peSeMpER 2012
1 )éUPA'rl BOMBAfiA,
2 -
3 |k, ) = — ‘
4 W'Hihuw\ ko7 2l
5 H. TAFDIL

Diundangkandi Rumbia
¢ pada tanggal, 81 DESEMBER. 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN/BOMBANA,

H. RUSTAM SUPENDY

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  BOMBANA TAHUN 2012
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. STRUKTUR ORGANISASI
- SEKRETARIAT DAERAH
- KABUPATEN BOMBANA

BUPATI

WAKIL BUPATI

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Bombana -

: _,m Nomor :

— [
KLP JABATAN SEKRETARI RAH ;
FUNGSIONAL SDAERAM | ool STAF AHLI
ASISTEN ASISTEN
ADMINISTRASI ADMINISTRASI G%Mwm»mn
PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN & UMUM
i DAN KESRA PEMBANGUNAN
[ _ : _
BAGIAN BAGIAN Ehﬂ%ﬂgu BAGIAN HUBUNGAN AR
ADMINISTRASI ADMINISTRASI PE MASYARAKAT DAN BAGIAN UMUM BAG
PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN MBANGUNAN, DAN HUKUM DAN |
UMUM RAKYAT SUMBER DAYA ALAM PROTOKOL PERLENGRAPAN ORGANISAST | .
DAN PEREKONOMIAN
L ONO I —
1 . [ _
%E SUB BAGIAN SUB BAGIAN 8UB BAGIAR
UMUM FENDIDIKAN, SUB BAGIAN DATA, — PENGHUBUNG SUB BAGIAR BUKUM | |
. » — PEMBANGUNAN PERUNDANG-
~1 TENAGA KERJA TEKNOLOGI GAN
DAN INFORMASI DAN | UNDAN
TRANSMIGRASI, = = SUB BAGIAN
e PARIWIAATA & rT —| PERLENGRKAPAN e
A FISIK SUB BAGIAN DAN RUMAH A A DAN |—
‘ PEMERINTAHAN DAN MUDORA —1 SUMBER DAYA PROTOKOL TANGGA TAT. Ehmba
; —  sUBRAGIAN
i BOSIAL DAN SUB BAGIAN
* | SUBBAGIAN AGAMA —1  TATA USAHA SUB
| oTONOMI PEaas BAGIAN o DAN KEUANGAN BAGIANBANTUAN
' "7 DAERAHDan AN TELEKOMUNIRASI SETDA HUXUM, HAM DAN
_ KERJASAMA N SUB BAGIAN : DORUMENTAS!
} - RESEHATAN, HUKUM
' PEMBERDAYAAN
MASY /
PEREMPUAN & KB

22 Tahun 2012
Tanggal, 29 pESEMBER2012
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.. -STRUKTUR ORGANISASI

| Lampiran Peraturan Daerah Kab. Bombana
- SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ., 2012
- KABUPATEN BOMBANA o Nomor : 22 Tahun
. _ Tanggal PESEMBER 2012
PIMPINAN DPRD | geal, 29

KELOMPOK JABATAN -

FUNGSIONAL =

SEKRETARIS , T .

DEWAN "
BAGIAN UMUM BAGIAN BAGIAN BAGIAN HUKUM
PERSIDANGAN KEUANGAN :
_ [ - ﬁ"._
, : BAGIAN KAJIAN
SUB BAGIAN TATA | ' | sum wboEqu || SUB BAGIAN ANGGARAN || mcwmsnﬁ_ DAR
Us PERENCANAAN DAN DAN PEMBUKUAN DANGAN
AHA PERSIAPAN RAPAT AN PERUNDANG-UN
SUB BAGIAN ‘ , BAG
PERLENGKAPAN ™ SUB BAGIAN || SUB BAGIAN EVALUASI | | wnwwwwa% DAN
, DAN RUMAS PENYUSUNAN RISALAH DAN PELAPORAN , DOKUMENTASI HUKUM
-
i
SUB BAGIAN HUMAS ] suBBacuxn ~ AN
™~ SUB BAGIAN , SUB BAGIAN BANTU.
DAK PROTOKOL PENGARSIPAN PERI LA AS _ HURUM
i/

BUPATI BOM
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.- ‘STRUKTUR ORGANISAST |

’ Uumabm KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA Fmau_mnmb
- Edwbemz BOMBANA ‘

Peraturan Daerah Kabh. Bombana
Nomor : 22 Tahun 2012

UPTD

L KEPALA DINAS , Tanggal, 29 peSeMpeR 2012
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM, 8UB BAGIAN
KEPEGAWAIAN & PERENCANAAN DAN
PERLEKGKAPAN KEUANGAN
wgﬂﬁmﬁg KELUARGA DA TAN PEERENCARA DA
PENGENDALIAY 5%%%5 BIDANG PELAYANAN MEDIS, BERENCANA DAK
PENYAKIT (P2) DAN FARMASI, PERIZINAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
PENYEHATAN ._E_E.__,ﬂ E..mnm%baz -
' SEKSI OPERASIONAL
" SEKSI KESEHATAN KELUARGA BERENCANA,
SEKSI PEMBERANTASAN — KELUARGA - SEXSI FARMASI KESEHATAN REPRODUKSI |—
PENGENDALIAN PENYAKIT ! DAN ALAT KONTRASEPSI
. i
SEKSI GIZI MASYARAKAT SEKSI PELAYANAN MEDIK SEKSI OPERASIONAL
mmndwﬁmggwwz PERIZINAN DAN JAMINAN | KELUARGA SEJAHTERA DAN
PROMOSI KESEHATAN FHATAN |AST. T AN AELUARGA

BUPATI BOMBANA,
J\ -

| HTAFDIL
o _ e
}
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.:STRUKTUR ORGANISASI
i iran Peraturan Daerah Kah., Bombana
w " DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Lamp
-~ KABUPATEN BOMBANA , Nomor : 22 Tahun 2012
- .
. | KEPALA DINAS ” Tanggal, 29 prsemper 2012
]
KELOMPOK JABATAN Sy
FUNGSIONAL - SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM, SUB BAGIAN N
KEPEGAWAIANS PERENCANAAN &
PERLENGKAPAN KEUANGAN
[t N
BIDANG
BIDANG PERIKANAN J PENGAWASAN DAN
TANGKAP BIDANG PERIKANAN PEMBERDAYAAN KELAUTAN,
BUDIDAYA PESISIR DAN PULAU-PULAU
: I,
_ | il
\
. SEXSI SDI, TEKNOLOGI, SEKSI PERBENIHAN, wwwwmmﬂwﬁ%mwwﬁw%m
| | SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN IKAN DAN DAYA KELAUTAN DAN
PENANGKAPAN IKAN TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIRANAN
N /
SEKSI PENGOLAHAN, SEKSI SARANA DAN SEKSI PEMBERDAYAAN
| | PEMASARAN HASIL DAN PRASARANA PERLINDUNGAN KELAUTAN, MASYARAKAT ||
. PELAYANAN USAHA KAWASAN DAN PELAYANAN PESISIR DAN PULAU-PULAU
> USAHA BUDIDAYA KECIL
UPTD H
,. BUPATI BOMBANA,
\“ « H. YAFDIL
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. .STRUKTUR ORGANISASI
" BADAN PEMBERDAYAAN
-- DAN PEMBERDAYAAN PE

MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA
REMPUAN KABUPATEN BOMBANA

mmgumnmn Peraturan Daerah Kab, Bombana
¥
W Nomor : 22 ‘Tahun 2012

i Tanggal, 29 pesempen 2012

u-_

Iy
KEPALA BADAN
i
L5
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL r
SUB BAGIAN UMUM,
KEPEGAWAIAN
DAN PERLENGKAPAN
BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG PEMERINTAHAN |
MASYARAKAT DESA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN
_PEREMPUAN DAN ANAK
i
F
SUB BIDANG m
PENGEMBANGAN SUB BIDANG PEMBINAAN DAN
SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA KAPASITAS APARATUR PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN KETAHANAR DESA DAN ANAK
MASYARAKAT
mw
8UB BIDANG PEMANFAATAN SUB BIDANG KELEMBAGAAN
SUMBER DAYA ALAM,

TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN
EKONOMI MASYARAKAT

DESA

_

SUB BAGIAN
PERENCANAAN &
KEUANGAN

SUE BIDANG ORGANISASI DAN
MHZOHZFPZQ; PEREMPUAN

w

BUPATI BOMBANA,
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:.“,‘mn.wdmm.—dﬁ ORGANISASI iran Peraturan Daerah Kab, Bombana
N%.Z.HOW MHMHUGMHE. ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH Lamplra
- KABUPATEN BOMBANA M Nomor : 22 Tahun 2012
- KEPALA KANTOR ~ Tanggal, 29 peceMBER 2012
: SUB BAGIAN TATA
_ R USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL :
__,
{
/
!
_ T __
SEKSI PENGEMBANGAN SEXSI KEARSIPAN DAN | SEKSI PEMBINAAN
BAHAN PUSTAKA DAN | PERPUSTAKAAN
‘ LAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI !
|
:
o _...,
_,.

Camar

wqw”wiw ,

Q. H. TAFDIL
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- '‘S8TRUKTUR ORGANISASI

. KANTOR PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA tamplran  Peraturan Daerah Kab. Bombana
" _p Nomor : 22 Tahun 2012
e : . KEPALA KANTOR _

v _ A : Tanggal, 29 PeCEMBER 2012
I SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN ..__w,
FUNGSIONAL "
r
]
!
_ 1 s |
mﬂmﬁmwwwyﬁ SEKSI PERUMAHAN | SEKSI! PENGEMBANGAN
SWADAYA ] KAWASAN PERUMAHAN

ﬁ
! : ‘
w.
. I
- * BUPATI BO
w_.‘ — \
{ 4+ H.TAFDIL

e e et 1
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TUR ORGANISASI

'~ BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- 5 KABUPATEN BOMBANA

Lampiran

i

Peraturan Daerah Kab, moaww_un
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